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PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta
mewujudkan kemandirian daerah didukung dari pajak daerah yang
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka diaturlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan menjadi pajak daerah yang kewenangannya dilimpahkan
kepada Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaannya harus diatur dengan
Peraturan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU
No. 5 Tahun 1960; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000; UU No. 16 Tahun
1985; UU No 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19
Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32
Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU
No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No.
Nomor 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 38 Tahun 2007; PP
No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PMK No. 11/PMK.07/2010;
PMK No. 148/PMK.07/2010; Perda Kotamadya Dati Il Yogyakarta No. 2
Tahun 1988; Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2007; Perda Kota
Yogyakarta No. 3 Tahun 2008.

- Dalam peraturan daerah ini secara garis besar mengatur pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan di Kota
Yogyakarta. Dalam peraturan daerah ini diatur Ketentuan Umum; Nama,
Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara
Penghitungan Pajak; Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak; SPOP,
NOP, SPPT; Pemungutan Pajak dan Pembayaran; Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak; Kedaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan; Insentif
Pemungutan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan
Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada
tanggal 30 Juni 2011.

- Penjelasan terdiri atas 7 halaman.



